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Penundaan· UULLAJ, Keberdayaan Masyarakal? 
KEllKA ada ).;:ept·ltus;ln Presi-. 

den Soeharto untuk menunda 
sampai satu tahun pelllberlaku­
.1n UULLAJ melalui Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang­
Unclang (Perpu) No. 1 tanggal 
11 Agustus 1992; maka dengan 
serentak Illasyarakat bersarak­
;;orai menulllpahkan kegembira­
annya. Banvak para sopir ken­
daraan umulll clan angkutan 
kota serta para tukang ojek, 
Illengadakan pesta syukuran 
Illenyambut kepu{usan terse but. 
,\1ereka Selllua merasa !ega 
~ett'lah heberapa bulan clict'kalll 
oleh suasana yang "ment'g:mg­
kan" lbn "menakutkan" lllt'njt'­
lang diberlakukannya UULLAJ 
eli bubn Sertelllber ini. 

Beberapa organisasi sosial 
lIlasvarakat, tokoh-tokoh lIlaha­
slsw'a, politikus partai, l'emleki­
;lWan ataupun para pemuk" 
Lllasyarak:H, telah menvampai­
kan "ptlJi-pujian" kepada Presi­
den lIlaupun pemerint:lh yang 
[elall bersedia mendengarkan 
dan lIlemenuhi sebagian tuntut­
an Lll:lsv:lrakat atas llULLAJ, 

Seor;mg rakar yang terken:;1 
[aJam kritiknya, yaitu Or'Loek­
man So<;:trisno, hahkan dt'ngan 
optllllLsnya lIleng:Hakan, reristi­
wa lalllfnya Perru ini lIlertLra­
kan rertanda hahwa kehiduran 
rolitik delllukratis mulaL ber­
kelllbang di negen ini (Edit()l~ 
n Agustus 1992), 

lkberara surat kabar juga 
l1lt'nurtlllkan taJuk-tajuk pujian 
dan rasa salut kepacla pemerin­
tall atas diheriakukannY:l Pt'rpu 
penundaan tersebut. 

Oi sel;l-sda kt'gelllbiraan ini, 
Lllemang ada beberapa hal yang 
1l1asill tt'rtls mengganjal eli kepa­
b beherapa kalang:m lIlasyara­
k:lt, terut:lma dalalll Illemaknai 
keputusan pelllerintah Illengelu­
arkan Perpu tt'rsebut. Antara 
lain, pertallla, apakah keputus­
an tersehut cia pat dijadikan 

indikator betapa tanggapnya 
negara (state) terhadap kritikan­
kritikan masyarakat dan ci/li/­
disobedience (keticlakpatuhan 
masyarakat), sehingga apa yang 
clikatakan oleh Loekman Soe­
trisno ini benar-benar akan 
tt'rjadi; atau Iebih karena aclanya 
kepentingan subyektif negara' 

Kedua, apakah dengan dike­
luarkannya Perpu tersebut, per­
tanda lllasyarakat punya day a 
untuk lllelakukan hal;Qaining 
(tawar-lllen"war) politik ckngan 
nt'gara, ataukah justru in lIlenj;l­
di bumerang bagi kt'kuatan 
politik Illasyarakat-, khususnya 
OPR sebagai lelllbaga perwakil­
an m:lsY:lrakat' 

PukuJan bag! DPR 
Keputusan Pt'merintah untuk 

menunda UtTLLAJ ini pad" S,llU 
sisi akan Illenaikkan kelllbali 
pamor dan kredibilitas pemerin­
tah di mata lllasvarakat. Semen­
tara itu, pada si;i yang lain, hal 
ini Justrtl melllbawa pukubn 
yang alllat berat bagi OPR seba­
gai sumber atau produsen dari 
U! ILLAI tersebut. 

Me";lui kt'putusan pemerin­
tai! tersebut, OPR sebagai pro­
dusen UULLAJ (tentll saja bt'rsa­
ma pelllerintah), kedudukan 
dan sikap politisnya Lllenjadi 
serba tidak jdas, Pet1ama, OPR 
sebagai institusi 'yang Illempro­
duksi tltT kontroversial itu, mes­
tinya bertanggung jawab untuk 
tetap mempertahankan keputus­
an politiknya, Akan teL:lpi, se­
perti kita ketahui, OPR tidak 
dapat berbuat apa-apa Lllengha­
clapi Perpu tentang penundaan 
tt'rsebut. Sebab, sdain pemerin­
tah dalam konteks politik Orue 
Bani sekarang ini lebih kuat 
kedudukan politiknya diban­
cling clengan OPR, sementara 
itll, Perpu pemerintall tersebut 
memang tdah didukung dan 
disalllbut baik oleh Illasyarakat 
Ittas. 

IG Ngurah Putra dan A Zaini Abar 
I\.edua, heher:1pa "alang;1Ll 

DPR sebelulll diberlnkubnnva 
I'erpu tt'rsebut, Juga Lllc"LlllL1Jlik­
"an sikap ragu-ragu terhalbp 
keputus.'1nnya sendiri mengenai 
lfULLAj ini. Beberapa blangan 
OPR yang lain Lustru Illenen­
tangnya. Dan .. sellari ,esudah 
diberlak\lkannya Pt'rpu pen\ln­
daan, seJlllnlah angg()ta OPR 
berh( ,ndong-h( mdong menyata­
km dukung'lnnya, termasuk 
r;,IIans ~uhud sendin. ,dngal 
ketu:I DPR. ::,ibp yang ter:,khir 
illL < ,lei, sejumbh pengaLlut 
dikauk,1l1 sebag:1i uS;lh;1 eu,'i 
tang,ln C1ngg()ta OPl{ lIntu" 
memperolell citra dl d"lam 
Illasyamkat. T etapl, sikap yang 
demikian uleh masyarabt JlIstru 
dianggap sibp yang plillp/Ull 
dan hipokrit par:l anggota de­
wan. 

I\.etiga, keputusan penundaan 
ini secara transparan Juga telah 
"Illelllukul' tdak" Llluka OPR. 
')ebab, UULLAJ produk OPR ini. 
bukan saja dianggap helum 
tepat untttk diberlakubn seb­
rang ini okh pelllerintah, sert;; 
ia juga dianggap sebagai kepu­
tusan politik OPR yang hukan 
hanY:l !Idak aspiratlf. tet:lpi JUg:l 
meresall"an dan meLKemaskan 
Illasvarakat. 

Dengan kata lain, OPR ber­
buat kesalahan yang tidak P:1tut 
b:1gi pemerintah dan fatal bagi 
L1Jasyar;lKat. OPR clalam hal ini, 
Illemang benar-benar menjadi 
kamhing hLtam keresahan IlJa­
syarakar. 

Pad a posisi yang clt'mikian, 
OPR Illt'ndapat puklilan dari 
clua arah sekaligus, Pet1aLlJa, 
pukulan yang beras..1 dari pe­
Illerintah sendiri !ewat Pt'rpu, 
dan kedua adalah pu"ulan yang 
berasal dari masyarakat yang 

,udall beralllai-ralllal mengkritik 
OPR beberapa Ilari atau minggll 
yang !ewat. 

P:1lia akhirnva, citra DPR di 
m:1ta Illasyarak:it menpdi sema­
kin rendall, sedangkan bebt'ra­
P,l hulan lagi par:} anggota OPR 
vang IaLila hanLs mengakhiri 
tugasnya, Selllellt:,ra :1l1ggota 
DPR y:lI1g hartL sudall bersiap­
,iap untuk menggantikannya, 

Kcbcrday~m Masyarakat? 
I\.eputusan peillerintah untuk 

menunda. paling tilbk S;ltU ta­
hun pemberlakuan l ;ULLAj ini, 
tldak dengan serta merta terwu­
jud ketika masyarakat Illenyata­
kan ketidaksetujuannya. Bagi 
Ill:lsyarakat, ia Lllerupakan se­
macam hasil pc"rjuangan keras 
Lllereka. :Vlasyarabt melllperju­
angkannya aspirasi llldalui 
herhagai L1K1C1Lll ;lksi kritik, 
protei d;ln peLllogokan (terma­
su" Lllogok makan), 

Di pihak lain, pemerintall 
pada mulanya ingin tetap Lllem­
pertahankan UULLAJ. Lewat 
beberapa pernyataan politik 
pejabat negara (Oephub, Oep­
keh dan Polri), kita bisa mdihat 
bahwa mereka st'ben:lrnya tetap 
hersikeras untuk llldaksanakan­
nya st'suai dengan kett'ntuan 
yang tdall ditt'tapkan, Akan 
tetapi, nusyarakat tenls melakll­
kan aksi-aksi kritik-protes-Illo­
goknya, walaupun Lllt'reka mu­
lai diancalll penangkapan oleh 
pillak keal1l:IIlan. 

Mdihat keaclaan ini, pellle­
rintah Lllencoba untuk Illene­
nangkan masyarakat kwal "jan~ 
ji-janji nJanis", antara laitl: s;mksi 
yang diruLllllskan lblam UU itll 
:lclalah sanksi yang 1ll,1ksiLlllltll; 
pengawas.'ln tt'rhadap petugas 
lalll lintas akan ditingkatkan, 

kepada para pelanggar UU akan 
clapat grasi Presiden yang dipro­
ses cepat; serta Prt'siden tlle­
Illinta agar aspirasi masyarakat 
ditamputlg dalam Peraturan 
Pemerintah yang akan dihuat 
untu" Illel:lks:lnakan tTl.! terse­
hut. 

JanJi-janji pemerintall ini 
rupanY:l tidak sanggup mereda­
btl aksi-aksi kritik-protes-mo­
g()k masyarakat. Aksi-3ksi ini 
ballkan ct'nderung semakin 
sert!. Konon terdengar adanya 
kesepakatan antarpara sapir se 
Jawa untuk merencanakan pe­
mogokan massal pada· bulan 
Septt'mber, tepat di saar KTI 
"ion-Blok dilangsungkan di 
Jakarta (seperti yang terpesan 
dalalll berbagai selebaran gelap 
yang sudah terse bar luas ke 
mana-mana), ' 

Akhirnya, pada hari Selasa, 
11 Agustus 1992 pemerintah 
Illenanggapi aksi-aksi masyara­
kat yang ct'ndenll1g meningkat 
ini dt'ngan mengeluarkan Per­
puvNo, 1 tahun 1992, 

Perpu ini tampaknya dikelu­
arkan secara mendaclak, Oleh 
karena, seperti clikatakan oleh 
majalah Editor, bahwa beberapa 
hari sebelumnya berbagai aparat 
pemerintahan tampak "mengge­
bu-gebu" untuk segera melilksa­
nakannya sesuai dengan keten­
tuan yang telah ditetapkan se­
helumnya, yakni tanggal 17 
September 1992, 

Misalnya, beberapa han sebe­
lumnya, It'patnya, tanggal 28 
Juli, Presiden Soeharto menyata­
kan (JOLLAJ abn tetap dilaksa­
nakan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku, lIleskipun berba­
gai reaksi menolak muncul di 
kalangan masyarakat. 

Pad a tanggal 31 juli Menses­
neg Moerdiono menyatakan 
bahwa penunclaan UUll.Aj ber-

arti s..ma dengan merendahkan 
Illartabat 0 PR, 

Kemudian, tanggal 'i Agustus 
Presiden menginstruksikan Men­
teri Perhubungan Azwar Anas 
untuk mempersiapkan secepat­
nya R.'1ncangan Peraturan Peme­
rintall (RPP) sebagai pelaksana­
an dari UULLAJ. 

Dan, bahkan sellari sebelum­
nya, Senin 10 Agllstus, belum 
ada tanda-tanda yang menun­
;ukkan abn ada penunclaan 
peiaks.'1naan UULLAJ Pada Ilari 
it~l, Oirektur bill Lintas. Mabes 
Polri, Brigjen Pol. Drs Sonny 
Harsono Illengatakan, bahwa 
UULLAJ diberlakukan mulai 
tanggal 17 September 1992 dan 
sanksi-sanksinya diterapkan 
secara selektif yang akan dimu­
lai 18 November 1992, 

Berdasarkan ilustrasi demiki­
an, ada beberapa hal yang Ille­
mang perlll dikritisi, khususnya 
fenomena keillendadakan dila­
hirkannya Perpu tersebut, di 
luar penjelasan rt'smi yang ada. 

St'mua orang past; sepakat 
bahwa dengan Perpu itll suara 
Illasyarakat selailla ; ni telah 
clidengarkan dan dipenuhi ne­
gara, Dan karena itll perlu di­
syuKuri, Akan tetapi kita hanLs 
berhati-hati untuk mengambil 
kesimpulan, bahwa hal ini per­
tanda masyarakat punya claya 
politik untuk tidak mengind.h­
kan keputusan politik negara, 

Ada dua pendapat yang kini 
beredar di masyarakat perihal 
alasan penundaan pelaksanaan 
UULLAJ ini. Pertama, pendapat 
resmi pemerintah yang menga­
takan, bahwa penundaan ini 
disebabkan karena aparat pe­
merintah lllerasa belUlll siap 
untuk melaksanakannya. Serta 
dikatakan juga, bahwa lJULLAj 
ini masih peril! disosialisasikan 
lagi ke masyarakat. 

Pendapat kedua, pendapat 
tidak resmi, mengatakan bahwa 
oenundaan ini erat kaitannva 
dengan kepentingan subyektif 
negara untuk mensukseskan 
cian lllengamankan tiga perisli­
wa penting yang akan berlang­
sung sesudah bulan Agustus ini, 
yakni KIT Non-Blok, peiantLkan 
anggota OPR/MPR yang banI. 
serta Sidang Umttm MPR di ta­
hun mendatang. 

Apabila pendapat pertama 
beltd, maka logikanya adalah, 
keti ka :lparat pemerintah mera­
sa sudah siap (baik kesiapan 
politik, yuridis, teknis maupun 
nsik), di tahun depan, tepatnya 
bu Ian September 1993, liLTLLAJ 
akan clilaksanakan, 

Begitti' pula, apabila penda­
pat keclua itu belt", maka log i­
kanya adalah, jib ketiga peristi­
wa terse but usai atau berlalu, 
katakan bulan September 1993 
(sesuai clengan batas penuncla­
an),lllaka UULLAJ akan dilaks..­
nakan sesuai dengan ketetapan 
Perpu, Atau dengan kata lain, 
apabila ketiga peristiwa penting 
itt! kebetulan tidak ada, maka 
pelaks..naan UULLAJ akan tetap 
sesuai dengan rt'ncana selllula. 

Artinya, kesimpulan kedua 
pendapat itu sebenamya S..llJa, 
yakni bahwa tujuan pokok 
kritik-protes-mogok masyarakat 
untuk meniadakan UULLAj, 
tenltama sanksi-sanksinya yang 
amat berat itu, tetap belul1l 
tercapai. Kt'simpulan dari argu­
Illentasi cli atas adalah bahwa 
bargaining position masyarakat 
dalam uis a uis negara masi h 
tetap lemah, ••• 

*) I Gusti Ngurab Putra dan 
Akhmad Zaini Abar, kedua­
nya stal projesional Lembaga 
Penelitian, Peruiidikan dan 
Perwrbitan Yogya (LP3Y) 
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